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daerah. Di Provinsi Papua, implementasi GEDSI
memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik
sosial budaya, geografis, serta konteks Otonomi
Khusus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk mendukung implementasi GEDSI
melalui model pendampingan perguruan tinggi dalam
tata kelola pembangunan daerah. Metode
pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan
pendampingan partisipatif dan kolaboratif, dengan
dosen berperan sebagai unsur perguruan tinggi yang
tergabung dalam Tim Teknis Pengarusutamaan
Gender Provinsi Papua. Pendampingan dilakukan
melalui fasilitasi diskusi kebijakan, konsultasi teknis,
penguatan kelembagaan, serta pendampingan
penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI
Provinsi Papua Tahun 2024. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi
berkontribusi pada peningkatan pemahaman
aparatur terhadap GEDSI, penguatan integrasi
GEDSI dalam tata kelola pembangunan daerah, serta
peningkatan kualitas substansi Laporan
Penyelenggaraan GEDSI. Model pendampingan ini
menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi
sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam
mendukung pembangunan yang berkeadilan dan
inklusif, khususnya di wilayah otonomi khusus.
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Pendahuluan

Perlindungan menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan

manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat
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Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) merupakan pendekatan
pembangunan yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip dasar
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. GEDSI bertujuan memastikan
bahwa kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi
perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan lainnya (Bappenas, 2021; UN Women,
2015).

Dalam konteks Provinsi Papua, implementasi GEDSI memiliki arti strategis
mengingat kompleksitas sosial budaya, kondisi geografis, serta kerangka Otonomi
Khusus. Pembangunan daerah Papua tidak hanya dituntut efektif secara ekonomi,
tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak dasar dan keadilan sosial bagi seluruh
masyarakat (World Bank, 2012).

Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan komitmen terhadap
implementasi GEDSI melalui pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender
dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI Tahun 2024. Namun,
implementasi GEDSI dalam tata kelola pembangunan daerah masih menghadapi
tantangan, terutama pada aspek pemahaman aparatur, integrasi dalam perencanaan
dan penganggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah (Kementerian Dalam
Negeri RI, 2011; Pemerintah Provinsi Papua, 2019).

Dalam konteks tersebut, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting
sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa
implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah masih menghadapi
tantangan struktural, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi
lintas sektor, serta belum optimalnya integrasi gender dalam kebijakan dan regulasi
daerah (Jannah et al., 2025; Girsang et al., 2025; Larasati & Zahidi, 2025). Perguruan
tinggi memiliki peran dalam menyediakan pendekatan berbasis evidensi, penguatan
kapasitas aparatur, serta pendampingan kebijakan yang berkelanjutan (Connell, 2012;
UNDP, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model
pendampingan perguruan tinggi dalam implementasi GEDSI pada tata kelola

pembangunan daerah Provinsi Papua.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan
pendampingan partisipatif dan kolaboratif. Dosen berperan sebagai unsur perguruan
tinggi yang secara resmi tergabung dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

Provinsi Papua Tahun 2024 (Pemerintah Provinsi Papua, 2024).
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Pendampingan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, meliputi fasilitasi
diskusi kebijakan lintas perangkat daerah, konsultasi teknis terkait integrasi GEDSI
dalam perencanaan dan penganggaran, penguatan kelembagaan GEDSI, serta
pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan GEDSI Provinsi Papua Tahun
2024. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama antara

aparatur pemerintah daerah dan perguruan tinggi

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan perguruan tinggi
memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah
daerah terhadap konsep dan strategi GEDSI. Temuan ini menguatkan hasil-hasil
kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa tanpa pendampingan dan penguatan
kapasitas, implementasi PUG di tingkat daerah cenderung berjalan normatif dan
administratif (Jannah et al., 2025; Girsang et al., 2025). Aparatur mulai memaknai
GEDSI sebagai pendekatan lintas sektor dalam tata kelola pembangunan daerah,

bukan sekadar program sektoral (Bappenas, 2021; UN Women, 2015).

Gambar 1. Proses Pendampingan Implementasi GEDSI bersama Perangkat Daerah

Provinsi Papua

Pendampingan juga berkontribusi pada penguatan integrasi GEDSI dalam tata
kelola pembangunan daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Berbeda dengan praktik di tingkat kelurahan atau komunitas yang
umumnya berskala mikro dan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti yang
ditunjukkan dalam kegiatan berbasis mahasiswa di Kelurahan Klojen (Putri et al.,
2025), pendampingan pada tingkat provinsi menuntut pendekatan kebijakan,
kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks. Hal ini tercermin

dalam peningkatan kualitas substansi Laporan Penyelenggaraan GEDSI Provinsi
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Papua Tahun 2024, yang memuat analisis kelembagaan, peran perangkat daerah, serta
tantangan implementasi GEDSI secara lebih komprehensif (Pemerintah Provinsi
Papua, 2025).

Gambar 2. Fasilitasi diskusi dan pendampingan teknis oleh dosen sebagai unsur

perguruan tinggi dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Papua.

Dari perspektif akademik, model pendampingan ini memperkuat pendekatan
evidence-based policy dan tata kelola pembangunan yang inklusif. Keterlibatan
perguruan tinggi memungkinkan integrasi antara konsep teoritis dan praktik
kebijakan, sehingga implementasi GEDSI menjadi lebih kontekstual dan
berkelanjutan (World Bank, 2012; Connell, 2012; UNDP, 2018).

Kesimpulan

Model pendampingan perguruan tinggi dalam implementasi GEDSI di
Provinsi Papua terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata
kelola pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif. Keterlibatan dosen
sebagai unsur perguruan tinggi dalam Tim Teknis Pengarusutamaan Gender
berperan penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur, kualitas dokumen
kebijakan, serta integrasi GEDSI dalam pembangunan daerah. Model ini dapat

direplikasi pada konteks daerah lain dengan karakteristik serupa.
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